Jakarta, 13 Juli 2016

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 

Jakarta Pusat 10110 

Perihal.  Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 Angka (1), Pasal 3 Ayat (1), 1 Angka (7), Pasal 5, dan Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pengujian Materiil Pasal 1 Angka (7), Pasal 5 dan, Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 28 Huruf (D) Pengujian Materiil Pasal 11 Ayat (2), Pasal 11 Ayat (3), dan Pasal 11 Ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pengujian Materiil Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pengujian Materiil Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 28 Huruf (F) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pengujian Materiil Pasal 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
Dengan hormat,

Sugeng Teguh Santoso, S.H., Gregorius Djako., S.H., M. Daud Berueh, S.H.,  Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Fatiatulo lazira, S.H., keseluruhanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berasal dari “Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Jakarta Raya”, berkedudukan pada M.T Haryono Square Building Lt. 1 Unit OF 01/20, Jl. MT. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur (13330), Telp. (021)-29067344, Fax. (021)-29067346, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 9 Juli 2016 (Terlampir) dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama;
1. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Dalam perihal ini diwakili oleh Marlo Sitompul selaku Ketua Umum dan Didi Riyadi selaku Sekretaris Jendral Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, berdasarkan Akta Notaris James Sinaga No. 18 Tentang Pendirian Organisasi Kemasyarakatan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia. beralamat di Jln. Tanjung Duren Selatan VI, No. 28 RT/RW 010/002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan Selanjutnya disebut sebagai ......................... Pemohon I; (Vide Bukti P-1)
2. Samsul Hidayat, Bandung 26 Nopember 1963, Islam, Konsultan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Jln. Bhayangkara No. 5, RT/RW 005/006, Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, No Telp. 081223333441 yang untuk selanjutnya disebut sebagai …….………….. “Pemohon II” (Vide Bukti P-5)
3. Abdul Kodir Jailani, Tangerang 4 Oktober 1992, Islam, Pelajar/ Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kp. Kelapa RT/RW 001/011, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Telp. 08561450350 yang untuk selanjutnya disebut sebagai ………………….………….... “Pemohon III” (Vide Bukti P-4)
Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut di atas (disebut sebagai “Para Pemohon”). Para Pemohon Untuk selanjutnya secara keseluruhan (disebut sebagai “Para Pemohon”). Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 Angka (1), Pasal 3 Ayat (1), 1 Angka (7), Pasal 5, dan Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pengujian Materiil Pasal 1 Angka (7), Pasal 5 dan, Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 28 Huruf (D) Pengujian Materiil Pasal 11 Ayat (2), Pasal 11 Ayat (3), dan Pasal 11 Ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pengujian Materiil Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pengujian Materiil Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 28 Huruf (F) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pengujian Materiil Pasal 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebagai berikut;
I. Pendahuluan.
Tax amnesty adalah suatu kesempatan pembayaran pajak terutang dengan pembatasan waktu, ditujukam pada kelompok pembayar pajak tertentu, untuk membayar sejumlah tertentu, serta dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda), yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. 

Kemudian pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tax amnesti dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dimana undang-undang tersebut dianggap pemerintah menjadi upaya satu-satunya untuk meningkatkan penerimaan negara, yang berpotensi dapat menyumbang tambahan keuangan negara, sebesar 100 Trilyun Rupiah. Dimana hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan dan mendukung stabilitas ekonomi
.

Potensi penambahan dana, bukan berarti harus melegalkan pelanggaran hukum bagi para pihak yang tidak taat pajak, dimana dengan diterapkannya hal tersebut, juga tidak memberikan kepastian mengenai akan bertambahnya penerimaan negara. Hal ini, mengingat undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak memberikan potongan atas denda dan kewajiban pajak yang harus dibayarkan melalui diberlakukannya uang tebusan yang sangat rendah, sehingga menimbulkan selisih antara denda penghindar pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang jauh selisihnya dengan nilai pengampunan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, sehingga menghilangkan potensi penerimaan negara yang lebih besar atas penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Dengan berdasarkan perkiraan yang belum pasti mengenai diperolehnya penambahan pendapatan negara, bahkan menimbulkan kerugian negara yang nyata, negara telah mengorbankan asas-asas penegakan hukum, dan mengesampingkan hak-hak konstitusional warga negara Republik Indonesia, sehigga bukan hanya kerugian dalam tataran pendapatan negara saja yang muncul, namun juga kegagalan penegakan hukum. Hal ini, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak bahwa, bagi pihak yang telah mendapatkan pengampunan pajak, maka yang bersangkutan dibebaskan dari berbagai sanksi, seperti sanksi administrative berupa denda, dan sanksi pidana. 
Pengampunan pajak, juga menimbulkan sebuah preseden buruk bagi hukum perpajakan di Indonesia. Dimana dalam pengampunan pajak, negara memberikan sebuah hak yang sangat istimewa bukan kepada warga negara yang taat pajak, melainkan memberikannya kepada warga negara yang tidak taat pajak, sehingga hal ini berpotensi mendorong warga negara yang tadinya taat pajak, menjadi tidak taat. Hal ini dikarenakan hak istimewa pengampunan pajak diberikan kepada warga negara yang tidak taat pajak, sedangkan seharusnya sifat dari pajak adalah memaksa bukan mengampuni, ini adalah sebagaimana diatur pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, dari ketentuan di dalam pasal tersebut jelas bahwa, sifat dari pajak adalah memaksa bukannya mengampuni. Dimana terdapat dikotomi yang jelas antara memaksa, dengan tindakan mengampuni dalam pengampunan pajak yang diberikan oleh negara di dalam pasal 5 jo. pasal 4 jo. pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, diksi “memaksa” secara harfiah dalam kamus besar bahasa indonesia dalam meminta dengan paksa, mendesak, dan menekan
, sedangkan “mengampuni” berdasarkan kamus besar bahasa indonesia adalah pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan
. 
Dari kedua definisi tersebut jelas bahwa, ketentuan di dalam pasal undang-undang pengampunan pajak tersebut telah bertentangan dengan sifat memaksa dari pajak sebagaimana diatur di dalam pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana di dalam pasal 5 undang-undang pengamunan pajak, terhadap pelaku kejahatan perpajakan bukannya diberi sanksi yang bersifat memaksa, malah negara membebaskannya dari segala tuntutan akibat kesalahan yang sudah dilakukan. dengan demikian apabila undang-undang tersebut diberlakukan dan menghilangkan sifat memaksa dari pajak itu sendiri, maka, hal tersebut akan memicu pihak taat pajak untuk tidak menjadi taat pajak.
Indonesia telah mengakui dirinya sebagai negara hukum, dimana pengakuan ini terdapat dalam landasan konstitusional Negara Indonesia Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “negara indonesia adalah negara hukum”, sehingga seharusnya negara, Menghargai Proses hukum, dan mengutamakan penegakan hukum demi keadilan. 
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam makalahnya menerangkan bahwa dalam konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat”, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya, yang mana Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (law making) dan ditegakkan (law enforcing) sebagaimana mestinya
. 
Dengan demikian, maka setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum harus diproses melalui mekanisme hukum, bukan mengesampingkan penerapan konsep negara hukum. Atau bahkan membatasi dan mengakibatkan penyidikan atas sebuah pelanggaran hukum menjadi terhambat, dalam hal ini adalah apabila informasi yang diuraikan oleh pihak yang mendapatkan pengampunan pajak adalah sehubungan dengan tindak pidana korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau tindak pidana narkoba, pihak yang mengetahui tersebut dilarang untuk memberitahukan mengenai informasi a quo kepada pihak lain. Dan jika hal informasi tersebut pada akhirnya diberikan demi penegakan hukum, maka pihak yang memberikan informasi tersebut dapat dipidana dengan pidana Penjara selama 5 (lima) tahun.
Sehubungan dengan hal tersebut, pada dasarnya yang dikuatirkan oleh pemohon semata-mata adalah, uang hasil kejahatan akan menjadi uang yang legal melalui tax amnesty ini, karena structure penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK tidak dapat melakukan penyelidikan, penydikan, dan meminta keterangan sehubungan dengan informasi mengenai asal usul dari harta kekayaan yang dilaporkan, yang mana dengan demikian maka hal ini akan mengakibatkan tidak terlaksananya penegakan hukum sehubungan dengan Korupsi, Pencucian uang, dan narkoba, sehingga dengan demikian juga telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimakasud di dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945;

Pemohon memahami upaya pemerintah dalam menghimpun dana, akan tetapi untuk pemohon sebagai warga negara penting dikedepankan keberadaan negara hukum karena permohonan ini, harus dipandang sebagai dialektika demokrasi, dan jangan dipandang sebagai penghalang kebijakan public.
Karena dalam demokrasi, dialektika public adalah merupakan keniscayaan. Hal ini karena di dalam demokrasi disebutkan bahwa, terkait setiap kebijakan public, masyarakat memiliki peran bukan hanya sebagai penonton melainkan sebagai pengawas. Ini adalah sebagaimana didefinisikan oleh David Beetham dan Kevin Boyle tampak dua hal esensial. Pertama, demokrasi merupakan pengejawantahan keinginan secara keseluruhan, dimana semua anggota memiliki hak yang sama. Kedua, demokrasi merupakan indikator sejauh mana prinsip kendali rakyat dan kesetaraan politis diwujudkan serta bagaimana partisipasi rakyat dalam pengambilan/pembuatan keputusan secara kolektif. Yangmana mengenai demokrasi, Schumpeter mengemukakan apa yang ia namakan “teori lain mengenai demokrasi”, yakni “metode demokrasi”, suatu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk memuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.
 
Dengan demikian maka, secara konvensional dapat disebut bahwa suatu negara dikatakan demokratis jika pemerintahannya terbentuk atas kehendak rakyat yang diwujudkan lewat pemilihan umum yang kompetitif untuk memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan publik, dimana hak-hak politis dan sipil dijamin oleh hukum. 
Dalam Hal ini akibat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 telah mengesampingkan dan telah tidak memperhatikan Konstitusi, dengan mengingkari bahwa Pajak Bersifat memaksa, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 23A UUD 1945, dan Juga Mengesampingkan penegakan hukum, yang secara integral telah pula mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1 angka 3 UUD 1945, maka Pemohon mengajukan permohonan ini.Karena pada dasarnya untuk meningkatkan pemasukan dana bagi negara, tidak harus dengan mengesampingkan norma-norma yang ada, bahkan mengesampingkan  konstitusi. 
Konstitusi ialah sebagai grundnorm (norma dasar) bagi setiap Negara yang berkonstitusi. Dengan demikian maka konstitusi menjadi acuan atau dasar dalam setiap pembuatan peraturan atau undang-undang yang berkedudukan dibawah konstitusi. Sehingga, dalam hierarkinya, konstitusi selalu menjadi puncak dalam tata urutan, untuk itu Pemerintah Harus kreatif dalam menghimpun sumber daya alam yang dikuasai oleh asing, mengapa itu tidak dijadikan solusi untuk memperoleh sumber pendapatan. 

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aspek pokok yang disebut dengan sumber daya (resources) baik sumber daya alam atau natural resources maupun sumber daya manusia atau human resources. Kedua sumber daya ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. 
Sehubungan dengan hal tersebut, sejarah telah menunjukkan, dimana masyarakat bisa mencapai kemakmuran karena berhasil memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Karena pada dasarnya sumber daya alam, merupakan asset yang dimiliki suatu  Negara yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, tambang dan hasil laut yang sangat mempengaruhi  pertumbuhan industri suatu Negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku  produksi. Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi tinggi, sangat mendukung pembangunan ekonomi suatu Negara. Pembangunan ekonomi adalah usaha – usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riel perkapita. Sehingga dengan demikian maka, bila dinyatakan Bahwa Pengampunan Pajak untuk agar masyarakat sejahtera adalah tidak relevan, karena sumber daya alam dan sumber daya manusialah yang menentukan hal tersebut.
Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang ini secara obyektif berdasarkan aturan hukum, dan juga mempertimbangkan kepentingan negara republik Indonesia. Hal mengingat kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai garda terdepan dalam menegakan konstitusi, dan mencegah konstitusi bernilai semantic semata. Situasi tersebutdidasarkan pada sejarah bahwa, pada negara yang baru saja menginjakan kakinya dalam dunia demokrasi, biasanya muncul krisis konstitusional, dan pelanggaran terhadap konstitusi. sehingga melalui permohonan ini kami berharap agar mahkamah konstitusi berkenan untuk menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional setiap warganegara. Karena, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, penyimpangan tersebut telah muncul dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dengan memuat ketentuan yang menyimpang dari konstitusi.
II. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Konstitusional Pemohon.
Pemohon Badan Hukum Privat
1. 
Bahwa, Para Pemohon adalah Pemohon yang merupakan Badan Hukum Privat, yang memiliki legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur organization standing (legal standing);
2. 
Bahwa, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang karena terdapat keterkaitan sebab akibat (causal verband) atas berlakunya Undang-Undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), sehingga menyebabkan hak konstitusional para Pemohon dirugikan;
3. 
Bahwa, doktrin tentang Organization Standing atau legal standing merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin, akan tetapi telah dianut dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. 
Bahwa, secara empiris dalam praktik peradilan di Indonesia, legal standing telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain:
a) 
Dalam Fakta Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) 
Dalam Fakta Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c) 
Dalam Fakta Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d) 
Dalam Fakta Hukum Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e)  Dalam Fakta Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
f) Dalam Fakta Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. 
Bahwa, organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:

a) Berbentuk badan hukum atau Yayasan;
b) Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
c) Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
6. 
Bahwa, para Pemohon adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, khususnya pemberlakukan persamaan hak warga Negara di hadapan hukum dan pemerintahan melalui Bantuan Hukum Struktural, diman Pemohon;
7. 
Bahwa, Para Pemohon merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan badan hukum privat, sehingga dalam kaitan sebagaimana dimaksud dalam perspektif kedudukan hukum dianggap sebagai rechtsperson, atau dianggap seperti pribadi orang perorangan yang memiliki entitas hukum berupa hak dan kewajiban;

8.     Bahwa, Sebagai Rechtsperson Lembaga Swadaya Masyarakat dimaksud memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam konsitusi Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki hak yang dijamin dan harus dipenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandement. Kemudian dari pada itu keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat dimaksud tentu bertepatan dengan visi dan misi maupun tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut yang tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945 yang menjadikan concern tujuan dibentuk Lembaga Swadaya Masyarakat adalah memperjuangkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia khususnya pemberlakukan persamaan hak warga Negara di hadapan hukum dan pemerintahan melalui Bantuan Hukum Struktural;
9.     Bahwa,  Pemohon I adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki fungsi sebagai wadah berhimpun bagi masyarakat miskin untuk memperjuangkan hak-hak rakyat miskin di Indonesia sebagaimana dimaksud di dalam pasal 6 Akta Notaris James Sinaga No. 18 Tentang Pendirian Organisasi Kemasyarakatan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, yang dalam hal ini memiliki kepentingan untuk memperjuangkan kesetaraan hak bagi rakyat miskin;
10. Bahwa, tugas dan peranan Pemohon I dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi di Indonesia telah secara terus-menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memerperjuangkan hak-hak asasi berupa penegakan hak asasi manusia khususnya pemberlakukan persamaan hak warga Negara di hadapan hukum dan pemerintahan melalui Bantuan Hukum Struktural, salah satunya adalah pendampingan terhadap kasus masyarakat miskin melawan tambang di Kabupaten Bogor;
11. Bahwa, tugas dan peranan Pemohon I dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak asasi manusia khususnya pemberlakukan persamaan hak warga Negara di hadapan hukum dan pemerintahan melalui Bantuan Hukum Struktural, dalam hal ini mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan ketertinggalan dalam berbagai bidang dengan tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, orientasi seksual dan lain-lain. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon I;
12. Bahwa, dasar dan kepentingan hukum Pemohon I, dalam mengajukan Permohonan pengujian Pasal 1 Angka (1), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 1 Ayat (7), Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Terhadap Pasal 23 Huruf (A), dan Pasal 28 Huruf (D) Angka (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Amandement. Adalah karena Dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi, serta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya, dalam hal ini membela hak-hak masyarakat miskin (vide pasal 6 Akta Notaris James Sinaga No. 18 Tentang Pendirian Organisasi Kemasyarakatan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia);
13. Bahwa, dalam mencapai maksud dan tujuannya para Pemohon telah melakukan berbagai macam usaha dan atau kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, dimana telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan pemertahanan Hak-Hak Hukum Warga Negara Republik Indonesia melalui Bantuan hukum Struktural;
b) Menyelenggarakan Pendidikan Hukum dan Persamaan Hak warga Negara dihadapan Hukum dan Pemerintahan;
c) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran keuangan baik pusat maupun daerah;
d) Melakukan Advokasi dan pengawalan terhadap Kebijakan Publik yang di keluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah;

12. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, keseluruhan Para Pemohon telah memenuhi qualifikasi baik secara kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, jelas pula keseluruhan Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 Angka (1), Pasal 3 Ayat (1), 1 Angka (7), Pasal 5, dan Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pengujian Materiil Pasal 1 Angka (7), Pasal 5 dan, Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 28 Huruf (D) Pengujian Materiil Pasal 11 Ayat (2), Pasal 11 Ayat (3), dan Pasal 11 Ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pengujian Materiil Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pengujian Materiil Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 28 Huruf (F) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pengujian Materiil Pasal 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
     Pemohon Perorangan

1. 
Bahwa, Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang secara factual dan atau empiris telah mengalami kerugian secara langsung, akibat diberlakukanya dengan diberlakukanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), kerugian tersebut meliputi dikriminasi Hak Asasi manusia dihadapan hukum dan pemerintahan, kerugian dalam pemerolehan informasi publik, serta kerugian dalam perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
2. 
Bahwa, Para Pemohon merasa dengan diberlakukanya Pasal 1 Angka (1), Pasal 3 Ayat (1), Pasal 1 Ayat (7), Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak telah menimbulkan kerugian konstitusional baik secara langsung maupun tidak langsung dikarenakanya adanya perbedaan kedudukan warga Negara dihadapan hukum dan pemerintahan dalam pembayaran pajak;
3. 
Bahwa, berdasarkan uraian di atas, keseluruhan Para Pemohon telah memenuhi qualifikasi baik secara kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi pemohon pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karenanya, jelas pula keseluruhan Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Materiil Pasal 1 Angka (1), Pasal 3 Ayat (1), 1 Angka (7), Pasal 5, dan Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pengujian Materiil Pasal 1 Angka (7), Pasal 5 dan, Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 28 Huruf (D) Pengujian Materiil Pasal 11 Ayat (2), Pasal 11 Ayat (3), dan Pasal 11 Ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pengujian Materiil Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pengujian Materiil Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 28 Huruf (F) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Pengujian Materiil Pasal 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak Terhadap Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
1. Bahwa, Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Amandement menyatakan bahwa :
…… Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi……
2. Bahwa, selanjutnya Pasal 24 C Ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Amandement menyatakan : 

…… Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu …..
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan : 

…… Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945…….
4. Bahwa, oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, maka berdasarkan ketentuan a quo, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;
III. Fakta Hukum dan Alasan Permohonan Pengujian.
 Fakta Hukum Atas Pengujian
1. Bahwa, pada tanggal 1 Juli 2016, telah disahkan dan diundangkan Undang Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Serta dicatatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 No. 131 dan Tambahan Lembaran Negara No. 5899 dan mulai berlaku secara efektif sejak di undangkan;
2. Bahwa, pada saat Undang Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak diundangkan, maka untuk pertama kalinya dikeluarkan dan disahkan peraturan perundang-undangan Tentang Pengampunan Pajak yang didasari oleh analisis permasalahan penerimaan Negara, sehingga dipandang perlu mengeluarkan suatu formulasi kebijakan publik berupa pengampunan pajak, sehingga ketika Undang Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak diundangkan, tidak bersifat menggugurkan dan atau mentidakberlakukan peraturan perundang undangan lainya yang ruang lingkup kepengaturanya bersifat sejenis;
3. Bahwa, Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak adalah peraturan perundang-undangan mengatur bahwa upaya peningkatan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian dalam jangka pendek dan menengah serta ditargetkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, sehingga dipandang perlu adanya penerbitan suatu kebijakan penghapusan pajak, sebagai suatu kebijakan Nasional melalui formulasi perundang-undangan dengan mempertimbangkan kegagalan Pengampunan Pajak serupa atau setidak tidaknya mendekati kebijakan tersebut sebagaimana telah dikeluarkan pada tahun 1964 dan tahun 1984;
 Alasan Permohonan
1. Bahwa, dengan di undangkanya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak, maka terdapat perbedaan kedudukan warga negara yaitu antara kedudukan warga negara pembayar pajak dan warga negara tidak membayar pajak dimana, yang kerugian yang signifikan adalah berkurangnya piutang dan estimasi penerimaan pajak negara karena adanya pergantian sistem pembayaran pajak dengan di undangkanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 Pengampunan Pajak;
2. Bahwa, visi negara dengan mengundangkan Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah mengambil potensi penerimaan pajak dari subjek pajak, dimana subjek pajak diharapkan akan mendaftarkan objek pajak baru, dengan dengan demikian negara beranggapan akan mendapatkan penerimaan pajak dari objek pajak baru yang didaftarkan subjek Pajak;
3. Bahwa, Anggapan Negara mendapatkan Potensi Penerimaan Pajak melalui, Objek pajak baru adalah anggapan yang bersifat ekstensif dan tidak bisa dibuktikan sifat kebenaranya terlebih dahulu, karena penerimaan pajak yang dimaksud tersebut amat tergantung dengan peran dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
4. Bahwa, Pengampunan Pajak adalah kebijakan Pemerintah yang pernah diterbitkan pada tahun 1964 dan tahun 1984, pada saat itu peran dan kesadaran masyarakat tidak juga menunjukan perubahan yang signifikan, melainkan negara kehilangan hak dan potensi tagih terhadap denda pajak oleh subjek pajak yang tidak membayar Pajak;
5. Bahwa, dengan memperhatikan potensi yang belum bisa dibuktikan kebenaranya, Negara telah melakukan tindakan pembiaran atas kejahatan pajak yang telah dilakukan oleh penggelap pajak, yang seharunya terhadap subjek pajak yang melakukan penggelapan pajak adalah dilakukan penindakan secara ekstensif sesuai dengan filosofi dibentuknya sistem refresif pada penyidikan dan pengadilan pajak;
6. Bahwa, tindakan pembiaran terhadap penggelap dan pengemplang pajak yang dilakukan Negara melalui Undang-Undang Pengampunan Pajak, bertentangan dengan sifat dasar perpajakan yang dirumuskan dalam Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memaksa pembayaran pajak atas dasar keperluan Negara, sehingga akan perihal tersebut terdapat perbedaan makna antara memaksa dengan mengampuni, dimana secara filosofis telah terjadi pertentangan makna antara amanat Konstitusi tentang Perpajakan dan Undang-Undang pengampunan Pajak, adapun alasan serta argumentasi permohonan aquo adalah sebagai berikut;
A. Pengertian Frase “Pengahapusan Pajak” dalam Ketentuan Pasal 1 Angka (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang pengampunan Pajak serta mekanisme pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (7) Jo Pasal 5 dan Pasal 4 Undang-Undang Pengampunan Pajak, bertentangan dengan Pasal 23 Huruf (A) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan pelaksanaan perpajakan bersifat memaksa bukan mengampuni sebagaimana dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak;
1. Bahwa, ketentuan Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi “Pengampunan Pajak adalah penghapusan Pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan sebagaimana di atur dalam undang-undang ini” dan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat 1 berbunyi “Setiap Wajib pajak berhak mendapatkan Pengampunan pajak” serta diimplikasikan pada Pasal 1 Angka 7 yang berbunyi “uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke dalam kas negara untuk mendapatkan pengampunan Pajak” Jo Pasal 5 yang berbunyi “ (1) Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan Mengalikan tarif sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan Uang Tebusan, (2) Dasar Pengenaan Tebusan Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan nilai harta bersih yang belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, (3) NIlai Harta Bersih sebagaimana dimaksud di dalam ayat 2 merupakan selisih antara nilai harta dikurangi nilai hutang serta Pasal 4 yang mengatur nilai uang tebusan berdasarkan estimasi waktu pernyataan objek pengampunan pajak, bertentangan dengan Pasal 23 Huruf (A) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandement yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” karena terdapat kekeliruan interpretasi leksikal terhadap pemaknaan frase “memaksa” yang diterapkan kedalam frase “pengampunan pajak” sebagaimana dalam pasal 1 Angka (1) dan Pasal 2 Angka (2) Undang-Undang Pengapusan Pajak;
2. Bahwa, Hierarki norma hukum menurut Kelsen merupakan nilai yang bersifat berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai kepada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis yaitu norma dasar (Kelsen 1945:113) Bahwa selanjutnya secara terminologi pengertian frase “memaksa” dalam Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandement menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa sedangkan pengertian frase “Pengampunan” pada Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah pembebasan dari hukuman atau tuntutan;
3. Bahwa, dalam Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandement berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” dimana secara leksikal dimaknai bahwa paksaan kepada warga negara dalam penerapan pajak adalah paksaan yang digunakan untuk keperluan negara sebagaimana dimaksud dalam tujuan pembentukan pemerintahan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, Norma tersebut adalah norma yang dihilangkan dalam Pasal 1 Angka (1) dan Pasal 3 Angka (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak karena adanya penempatan Frase “pengampunan”, sehingga frase tersebut bertentangan dengan sifat dalam Frase “memaksa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar 1945 Amandement;
4. Bahwa, secara subtansi pemaknaan frase pengampunan dalam Pasal 1 Angka (1) dan Pasal 3 Angka (1) Undang-Undang Penghapusan Pajak adalah “Pengampunan Pajak adalah penghapusan Pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, dengan membayar Uang Tebusan sebagaimana di atur dalam undang-undang ini” atau secara harfiah dimaknai adanya tindakan khusus pemerintah dalam system perpajakan dimana dalam pelaporan Wajib Pajak yang memiliki daftar Objek Pajak baru yang belum pernah di daftarkan sebelumnya diberikan kekhususan dengan dihapuskanya sanksi yang meliputi sanksi Administrasi dan Saknsi Pidana;
5. Bahwa, subtansi dan pemaknaan pengampunan pajak dalam Pasal 1 Angka (1) dan Pasal 3 Angka (1) Undang-Undang Tentang Penghapusan Pajak telah terjadi pergeseran makna dan maksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandement yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” sehingga terjadi perbedaan baik secara leksikal maupun secara gramatikal terhadap pengertian “memaksa” dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandement dengan Pengertian “Penghapusan Pajak” dalam Pasal 1 Angka (1) dan Pasal 3 Angka (1) Undang-Undang Tentang Penghapusan Pajak;
6. Bahwa, implikasi atas perbedaan makna antara Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar dengan Pasal 1 Angka (1) dan Pasal 3 Angka (1) Undang-Undang Pengahapusan Pajak sebagaimana diruaikan diatas adalah bergesernya system perpajakan yang semula secara filosofis memiliki sifat “memaksa” menjadi system perpajakan yang kompromis melalui system “pengampunan” sehingga menghilangkan potensi pemasukan negara secara pasti dalam penerimaan pajak Negara;
7. Bahwa, terminologi bahasa hukum setidaknya harus bisa mewakili sebuah argumentasi filosofis, yuridis, maupun sosiologis agar terciptanya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum baik secara de jure maupun de facto terhadap perbedaan frase tersebut baik secara leksikal maupun secara gramatikal membuat Pasal 1 Angka (1) dan Pasal 3 Angka (1) Undang-Undang Pengahapusan Pajak bertentangan dengan Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar;
B. Pengertian Frase “Uang Tebusan” dalam Ketentutan Pasal 1 Angka (7) yang direalisasikan pada Pasal 5 Jo Pasal 4 Undang-Undang pengampunan Pajak bertentangan dengan Pasal 28 Huruf (D) Angka (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

1. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 1 Angka (7) dituangkan bahwa Uang Tebusan adalah “sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak” ketentuan tersebut secara implementatif dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu “Tarif uang tebusan yang harus dibayarkan ke kas negara atas harta yang diungkapkan dalam surat pernyataan pengampunan pajak adalah sebesar 10% (sepuluh persen)” selanjutnya dijelakan juga dalam Pasal 3 Angka (2) yaitu, “dalam hal harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan pengampunan pajak berada dan/atau ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atas harta tersebut dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta diinvestasikan selama jangka waktu tertentu di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tarif uang tebusan yang harus dibayar ke kas negara atas harta yang diungkapkan tersebut adalah sebesar 5% (lima persen)”;
2. Bahwa, secara penjalanan “Uang Tebusan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (7) memiliki 2 (dua) implikasi yaitu pengampunan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap objek wajib pajak yang diakui dan didaftarkan pertama kali oleh wajib pajak, kedua pengampunan pajak sebesar 10% (sepuluh persen) untuk pengalihan harta dari luar kedalam wilayah hukum Republik Indonesia, dimana uang tebusan yang dimaksud dalam Undang-Undang penghapusan pajak adalah bentuk perlakuan khusus pemerintah untuk penggelap dan penghindar pajak;
3. Bahwa, perlakuan khusus yang diberikan pemerintah kepada penggelap dan penghindar pajak telah menyebabkan kerugian untuk wajib pajak yang selama ini taat dalam melakukan pembayaran pajak dan Undang-Undang Pengampunan Pajak tersebut memberikan posisi berbeda antara penggelap atau penghindar pajak dengan wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak, dimana wajib pajak yang membayarkan pajak tersebut, pajaknya telah dipergunakan untuk keperluan pemerintah yang dibukukan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara pada tahun-tahun sebelumnya;
4. Bahwa, nilai-nilai dalam demokrasi mengatur kedudukan dan kapasitas warga negara adalah setara di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijelaskan pada dictum menimbang International Covenant on Civil and Political Rights, yang menjelaskan bahwa ”sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia”. Selanjutnya Pasal 28 Ayat (D) Angka (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
5. Bahwa, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan dasar dari Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari Kejelasan tujuan, Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, Dapat dilaksanakan, Kedayagunaan dan kehasilgunaan, Kejelasan rumusan, dan Keterbukaan. Bahwa, dalam penerapan Pasal 1 Angka (7) Undang-Undang Penghapusan Pajak, pemerintah melakukan diskriminasi dengan memposisikan wajib pajak yang taat dengan yang tidak taat secara berbeda serta lebih cenderung kepada memberikan perlakuan khusus kepada wajib pajak yang tidak taat dalam melakukan pembayaran pajak, perihal ini bertentangan dengan Pasal 28 Ayat (D) Angka (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Pasal 28 Ayat (D) Angka (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, sepanjang dimaknai Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak;
C. Sifat Pemberlakukan Secara Ekslusif Oleh Negara Kepada Calon Peserta dan Peserta Pengampunan Pajak, Dengan Tidak melakukan Pemeriksaan serta Menangguhkan Dugaan Tindak Pidana Perpajakan Sampai Kepada Pemeriksaan Pajak, setelah mengikuti pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 bertentangan dengan Persamaan Warga Negara di Hadapan Hukum dan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Bahwa, negara hukum yang berkeadilan secara optatif menurut Aristoteles, sebuah negara hukum haruslah dapat melaksanakan tujuan hukum utama berupa keadilan
. Paham Keadilan memilki 3 (tiga) moral yang salah satunya adalah tuntutan akan pentingnya distribusi yang adil atas semua kesempatan, peranan dan kedudukan, serta pelbagai manfaat atau nilai-nilai sosial dasar yang tersedia dimasyarakat, serta tuntutan distribusi beban kewajiban secara adil
. Pemaknaan persamaan kedudukan di hadapan pemerintahan dan hukum diartikan sebagai, kondisi dimana Negara meletakan kedudukan seluruh warga negara tanpa memperhatikan latar belakang sosial, budaya dan pandangan politik, sehingga keseluruhan warga negara secara utuh memiliki ruang hak dan kewajiban sama dihadapan hukum dan pemerintahan;

2. Bahwa selanjutnya, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Dalam prinsip ini, terkandung adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara
 sehingga tercipta suatu bangunan persamaan secara hukum baik melalui subtansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum;

3. Bahwa, Prinsip persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan yang diimplikasikan pada asas persamaan di hadapan Hukum (Equality Before the Law) yang bermakna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah
, yang mana hal tersebut adalah merupakan Hak Konstitusional setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana telah dituangkan  dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:  
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Dengan demikian maka kedudukan dan kesamaan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan merupakan hak dasar yang yang telah diletakan dalam kaidah dan norma, melalui Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, serta menjamin Hak Dasar tersebut melalui penegakan konstitusi baik secara formal maupun secara materiil;

4. Bahwa, Pada falsafah dasar dari sifat pajak sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia adalah “Memaksa”, dan tidak ada kekhususan dalam pajak untuk kemudian menghilangkan sifat memaksa dari Pajak itu sendiri, hal ini sebagaimana dijelaskan secara tegas di dalam Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga terdapat dikotomi yang jelas antara memaksa, dengan tindakan mengampuni dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak, Diksi “Memaksa” secara harfiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meminta dengan paksa, mendesak, dan menekan
, sedangkan “Mengampuni” berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan
, dari kedua definisi tersebut jelas, Undang-Undang pengampunan telah bertentangan kepengaturan sifat memaksa dari Pajak, sehingga sepatutnya pihak yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Perpajakan diberi sanksi yang bersifat memaksa, dan bukan dibebaskan dari segala tuntutan, penyidikan, penyelidikan dan sifat istimewa lainya;

5. Bahwa, mengenai sifat memaksa dari pajak telah diterapkan secara umum kepada seluruh masyarakat Indonesia, dimana terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu, dan tidak mendaftarkan harta kekayaannya, maka akan mendapatkan sanksi atas pelanggarannya, dimana bagi Para Pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan seharusnya diberikan upaya penal sebagai upaya paksa agar melaksanakan kewajibannya dalam bentuk penyitaan harta dan pemberian denda yang masuk dalam kategori penagihan pajak (Vide Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2007);

6. Bahwa, disamping itu Peraturan mengenai penagihan pajak yang telah ditetapkan pemerintah harus ditegakkan agar tercapai tujuannya, yakni “untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana tercantum di dalam diktum menimbang Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagai sebuah wujud penerapan Pasal 23 Huruf (A) Jo Pasal 1 angka 3  Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena dengan dihilangkannya kewajiban Pihak yang tidak melaksankan kewajibannya membayar pajak, dan mendaftarkan kekayaannya, maka hal tersebut menghilangkan potensi pendapatan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan demi kesejahteraan sosial, sebagaimana dimaksud dalam preambule Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;

7. Bahwa, diundangkanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, telah memberikan Hak Khusus yang diberlakukan secara eksklusif kepada Pihak yang tidak taat pajak, berupa Pembebasan Sanksi Administrasi, Proses Pemeriksaan, dan Sanksi Pidana, yang seharusnya dalam kedudukan sebagai warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk taat Pajak, demi dan untuk pembangunan guna kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh;

8. Bahwa, pemberlakuan secara eksklusif hak-hak khusus oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Pengampunan Pajak, dimulai ketika peserta pengampunan pajak diberikan Tanda Terima Pernyataan dan Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang diterbitkan oleh Menteri, (Vide Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016), pengaturan tersebut telah secara rinci menyalahi prinsip pajak itu sendiri sebagaimana dimaksud Konstitusi Indonesia. Dimana Surat Pernyataan dan kemudian diberikan Tanda Terima Surat Pernyataan, dan setelah itu Menteri menerbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak, sehingga secara mutatis mutandis para peserta pengampunan pajak, terhindar dari segala upaya refresif perpajakan, perlakuan khusus tersebut tentunya akan mendorong Wajib Pajak lainnya untuk tidak taat lagi, karena sifat Pajak adalah sukarela dan tidak memaksa;
9. Bahwa, Calon Peserta dan Peserta Pengampunan Pajak akan memperoleh Tanda Terima Surat Pernyataan serta Surat Keterangan Menteri Keuangan, hanya dengan satu syarat yaitu membayarkan sejumlah uang tebusan (vide Pasal 1 angka 11 Jo pasal 8 Ayat (3) Jo 9 ayat 2 huruf (a) Jo. Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016), sedangkan Uang Tebusan dibayarkan berdasarkan harta yang belum atau tidak dilaporkan dalam SPT PPh (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016), pasca proses tersebut wajib pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak bebas dari segala hukuman perpajakan yang meliputi tidak Dilakukannya Pemeriksaan, Pemeriksaan bukti permulaan dan/atau, Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan;
10. Bahwa, Dengan demikian maka sifat pemberlakukan secara Ekslusif oleh Pemerintah telah diberikan kepada Wajib Pajak Yang selama ini tidak membayar Pajak Atas Harta Kekayaannya, sehingga secara langsung membuat perbedaan kedudukan hukum (diskriminasi sosial) bagi Wajib Pajak yang taat dalam membayar Pajak dan telah melaporkan kekayaannya, perbedaan tersebutlah yang membuat adanya dekonstruksi atau penghancuran terhadap kaidah dan prinsip dalam Asas equality before the law yang merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (rechtstaat), dimana negara memiliki kewajiban penjaminan atas perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet);
11. Bahwa, dalam pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 11 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 Pengampunan Pajak menerangkan bahwa:
Pasal 11 ayat (2)

Wajib pajak yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak Dilakukan: (a) Pemeriksaan, (b) Pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau (c) Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. Untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir
 
 Pasal 11 ayat (3)

Dalam hal wajib pajak yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dilakukan: (a) Pemeriksaan, (b) Pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau, (c) Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.  Untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, terhadap pemeriksaan, Pemeriksaan bukti permulaan dan/atau Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dimaksud ditangguhkan sampai dengan dierbitkannya surat keterangan”,

Dan, Pasal 11 Ayat (5) berbunyi,

Wajib Pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan memperoleh Pengampunan Pajak Berupa: (a) Penghapusan Pajak Terutang…; (b) Penghapusan Sanksi Administrasi…(c) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak…; (d) Penghentian Pemeriksaan Pajak…”

12. Bahwa, diskriminasi pertama Undang-Undang Penghapusan Pajak terhadap warga negara taat pajak dihadapan hukum dan pemerintah terdapat, pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dalam pemaknaan Frase “tidak dilakukan” terhadap pemaknaan tidak dilakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan bukti permulaan, dan Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan bagi peserta yang telah memperoleh Tanda Terima dari Menteri Keuangan, kedua frase “ditangguhkan” dalam Pasal 11 ayat 3 terhadap pemaknaan ditangguhkanya Pemeriksaan, Pemeriksaan bukti permulaan, dan Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan ketika peserta Pengampunan Pajak memperoleh tanda terima, ketiga frase “Pengampunan Pajak” dalam Pasal 11 ayat 5 sepanjang dimaknai berdasarkan Surat Keterangan Menteri Keuangan, peserta Pengampunan Pajak memperoleh fasilitas Penghapusan Pajak Terutang, Penghapusan Sanksi Administrasi, Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, dan Penghentian Pemeriksaan Pajak;
13. Bahwa, pemberian hak khusus yang bersifat ekslusif melalui frase “tidak dilakukan” dalam Pasal 11 ayat (2), frase “ditangguhkan” dalam Pasal 11 ayat 3 dan frase “Pengampunan Pajak” dalam Pasal 11 ayat 5 telah bertentangan dengan Prinsip persamaan warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan yang diimplikasikan pada asas persamaan di hadapan Hukum (Equality Before the Law) yang bermakna setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah, sehingga pemberlakuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat 3, dan Pasal 11 ayat 5 telah bertentangan dengan norma dasar 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga, pemberlakuan pasal tersebut mengakibatkan adanya penghalangan atas penjaminan hak asasi warga negara dalam kedudukan yang setara dihadapan hukum dan pemerintahan;
D. Penghilangan Asas Pertanggung Jawaban Hukum Pidana dan Administrasi dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan prinsip penegakan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Bahwa, tujuan dari pencarian sebuah kebenaran hukum adalah untuk mewujudkan aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Karena idealnya, tujuan hukum harus memuat tiga unsur yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtsicherheit), dan kemanfaatan (Zwechtmassigkeit)
, dalam pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diuraikan bahwa;
“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Kekuasaan kehakiman diadakan dalam rangka pencarian keadilan, yang dilakukan berdasarkan hukum dengan dibatasi oleh norma-norma, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (general principles of proper justice)
, pembatasan norma-norma dalam pencarian keadilan, di deskripsikan pada pasal 24 Ayat (2) yang membuka ruang pencarian keadilan dengan memberikan kompetensi-kompetensi peradilan tertentu sesuai aspek sengketa yang sedang diperiksa Dengan demikian, makna perlindungan sama di depan hukum (equal justice under the law) mendapatkan keadilan akses yang sama di depan hukum, berdasarkan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka;
2. Bahwa, Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
 Tujuannya adalah menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak sesuai dengan undang-undang bidang perpajakan serta memberikan putusan hukum atas sengketa pajak. Putusan lembaga peradilan pajak dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan undang-undang perpajakan sehingga ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak berdasarkan kekuasaan kehakiman
;
3. Bahwa, berdasarkan pengertian sengketa pajak, pengadilan pajak dan tujuan diadakanya sengketa pajak diperoleh pemaknaan bahwa, sengketa perpajakan dibatasi dalam penjaminan “hak dan kewajiban pembayar pajak” bukan diperuntukan untuk “Penghapusan Pajak” sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak, terhadap perihal tersebut terdapat perbedaan yang signifikan karena, peserta pengampunan pajak cenderung di luar dari qualifikasi pembayar pajak, sehingga sengketa yang timbul dalam Undang-Undang Penghapusan Pajak, bukanlah Sengketa sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa di Pengadilan pajak;
4. Bahwa, Pasal 19 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak yang berbunyi :

1. Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang ini hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diajukan pada badan peradilan pajak.

Pembatasan sengketa Penghapusan Pajak yang hanya menempatkan sengketa kepada Gugatan Peradilan Pajak, merupakan bentuk dekonstruksi hukum, dan pengingkaran terhadap berlakunya aspek hukum lain yang ada dalam ranah perpajakan yaitu hukum Pidana dan hukum Administrasi, pentidakberlakuan hukum Pidana dan hukum Administrasi tersebut telah menutup akses pencarian keadilan secara materiel untuk mendapatkan keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtsicherheit), dan kemanfaatan (Zwechtmassigkeit) di dunia perpajakan;

5. Bahwa, adanya mekanisme pembatasan terhadap upaya hukum, maka, hal tersebut akan membatasi sarana untk mengatasi persoalan-persoalan yang berkembang nantinya, sehingga keadilan bagi masyarakat yang merupakan tujuan dari hukum tidak akan tercapai dan tereduksi akibat adanya kerangka berpikir yang mekanistis dalam hal ini termasuk adanya pembatasan-pembatasan Upaya Hukum Bagi Masyarakat sehingga menghapuskan pemertahanan, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
6. Bahwa, sarana pencarian keadilan berdasarkan pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, adalah sarana pencarian keadilan subtantif melalui mekanisme dan tata cara yang procedural, sehingga kebenaran yang bersifat hakiki bisa diperoleh melalui suatu putusan hukum di kompetensi wilayah hukum yang tepat, dan oleh karena itu kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kebebasan dan mencegah kesewenang-wenangan
, sebagai suatu “conditio sine quanon‟ bagi terwujudnya negara hukum, serta agar terjaminnya kebebasan serta pengendalian atas jalannya pemerintahan negara;
7. Bahwa, mempertimbangkan jangkauan dan dinamika dalam hukum perpajakan, serta memperhatikan Putusan 2239 K/PID.SUS/2012, yang membuktikan bahwa ada kepentingan dan kebutuhan penyelesaian domisili hukum yang lain, selain di kompetensi peradilan pajak, dalam dunia perpajakan, sehingga pembatasan domisili penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak telah bertentangan dan bertabrakan dengan Kekuasaan Kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak mengenal terhadap pembatasan pembatasan akses pencarian keadilan masyarakat, berdasarkan uraian tersebut maka wajar dan patut apabila Mahkamah konstitusi yang memeriksa dan berwenang mengadili perkara aquo untuk berkenan menyatakan Pasal 19 Ayat (1) dan 19 Ayat (2) telah bertentangan dengan norma pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
E. Makna frase “dilarang” pada kalimat “dilarang membocorkan, menyebarluaskan dan atau memberitahukan data dan informasi” di dalam pasal 21 ayat (2), serta pemberlakukan pidana terhadapnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pasal 28 huruf F Undang-undang Dasar Tahun 1945 tentang hak warga Negara untuk memperoleh infomasi public.

1. Bahwa, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan sistem hukum yang mengatur Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur lebih dalam, tentang keterbukaan informasi dan transparansi pada penyelenggaraan negara sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dari kedua perspektif di atas, baik yang berorientasi pada tujuan (teleologis) maupun yang berorientasi pada proses (deontologis) keterbukaan informasi public khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, adalah salah satu aspek penyangga keberadaan sosial control dari masyarakat, dan oleh karena itu keberhakan informasi terhadap penyelenggaraan Negara memiliki dampak dan pengaruh luas terhadap kehidupan masyarakat, dan harus diketahui serta dipahami masyarakat sebagai ajang pengembangan diri, lingkungan sosial dan sarana evaluasi dari rakyat untuk penyelenggaraan negara;
2. Bahwa, keterbukaan informasi public dan tidak terbatas pada keterbukaan informasi di bidang pembangunan telah diatur dalam berbagai konvensi internasional meliputi, Article 19 Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Article 19 International Covenant on Civil and Political Rights. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyepakati keterbukaan informasi public melalui norma dalam Pasal 28 Huruf (F) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana Norma dasar tersebut harus di interpretasikan dan di realisasikan oleh Peraturan Perundang-Undangan dibawahnya secara selaras dan sebangun dengan filosofi dan cita cita hukum (rechtsidee) Pasal 28 Huruf (F) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu bentuk pertanggung jawaban Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan jaminan Hak Asasi di bidang informasi yang berimplikasi pada pengembangan pribadi dan lingkungan sosial melalui keberhakan warga negara dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, menerima, dan menyampaikan informasi. Terhadap keberhakan yang telah diatur dalam norma pada Pasal 28 Huruf (F) tersebut, maka mutatis mutandis menempatkan norma lain dalam peraturan di bawahnya yang tidak seiring dan koheren dengan Norma pada Pasal 28 Huruf (F) tersebut, adalah bentuk penghalangan Hak Asasi informasi adalah inskonstitusional;
3. Bahwa, dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak, diuraikan bahwa;

Menteri, Wakil Menteri, Pegawai Kementrian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak “dilarang” membocorkan, menyebarluaskan, dan atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak kepada pihak lain;

Pemaknaan Frase “Dilarang” pada Pasal 21 Ayat (2) tersebut telah membuat penghalangan secara langsung terhadap hak asasi warga negara dalam memperoleh hak atas informasi, dan setiap orang yang melakukan aktifitas yang dimaksud dalam konteks “dilarang” sebagaimana dalam Pasal 23 Ayat (1) akan dijatuhi sanksi sebagai berikut :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

Pemaknaan frase “dilarang” tersebut telah berimplikasi dalam Pasal 21 Ayat (2) yang mengatur setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut (membocorkan, menyebarluaskan, dan atau memberitahukan data dan informasi) akan dikenakan pertanggung jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) yaitu:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

4. Bahwa selanjutnya, Menurut Stufenbau Theory oleh Hans Kelsen
 dasar berlakunya suatu kaidah, terletak pada kaidah yang diatasnya, dalam hal ini berlakunya Pasal 21 Ayat (2) Jo 23 Ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Pajak, harus meletakan kaidah dasarnya kepada kaidah yang ada di atasnya yaitu Pasal 28 Huruf (F) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan demikian terdapat perbedaan dan pertentangan antara pemaknaan pelarangan informasi perpajakan dalam pasal 21 Ayat (2) Jo 23 Ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Pajak terhadap prinsip keterbukaan informasi public pada Pasal 28 Huruf (F) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga Pasal Pasal 21 Ayat (2) Jo 23 Ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Pajak bersifat inskonstitusional;
5. Bahwa, walaupun hak asasi atas informasi terqualifikasi sebagai hak yang bersifat derogable rights sehingga dapat dikurangi pemenuhannya, tetapi pembatasan hak asasi atas informasi telah di terjemahkan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi public, dimana informasi terhadap tranparansi dan akuntabilitas penerimaan negara bersumber dari pajak, bukanlah informasi public yang dirahasiakan, sehingga ketentuan tentang pelarangan keterbukaan informasi public tentang pemberlakuan pengahapusan pajak melaui frase “Dilarang” dalam Pasal 21 Ayat (2) Jo 23 Ayat (1) Undang-Undang Penghapusan pajak telah bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi (Good Corporate Governance and Good Financial Governance) di dalam negara demokrasi yang sebagaimana di jelaskan Maryono 
, dalam menetapkan prinsip-prinsip pokok keuangan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik harus berdasarkan prinsip transparansi, efisisen, efektif, akuntabilitas, dan partisipatif;
6. Bahwa, dengan demikian frase “Dilarang” dalam Pasal 21 Ayat (2) Jo 23 Ayat (1) Undang-Undang Penghapusan pajak sebagaimana telah diuraikan berdasarkan pendapat Hans Kelsen, telah bertentangan dengan kaidah hukum pada norma kaidah peraturan di atasnya yaitu Pasal 28 Huruf (F) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga terhadap pertentangan tersebut membuat pemaknaan “Dilarang” dalam Pasal 21 Ayat (2) Jo 23 Ayat (1) Undang-Undang Penghapusan pajak bersifat inskonstitusional;

F. Frase “tidak dapat” dalam kalimat “tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam pasal 22 Undang-Undang Pengampunan Pajak, Tidak Memiliki Landasan Norma dalam Konstitusi dan telah bertentangan dengan prinsip persamaan hak dan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

1. Bahwa, menurut Lord Acton: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat ‘checks and balances’
 sehingga kekuasaan yang dimiliki seseorang dalam jabatanya tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu subjek jabatan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan, seseorang dalam jabatanya mutatis mutandis dapat bertindak sebagai subyek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi), maka dengan sendirinya jabatan itu dapat melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu dapat diatur baik dalam jangkauan hukum public maupun jangkauan hukum hukum privat, serta tidak terbatas pada bentuk pertanggung jawabanya (rechtelijke verantwording) yang bersifat melekat pada subyek tersebut, karena tiada kewenangan tanpa pertanggung jawaban
;

2. Bahwa, Memisahkan kekuasaan suatu subyek ke dalam cabang-cabang yang bersifat checks and balances sehubungan dengan pemerintahan yang bersih (good governance) merupakan rangkaian konsep yang kesemuanya bermuara pada partisipasi masyarakat, termasuk di dalamnya dalam aspek pengawasan social control yang telah memberikan amanahnya kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya negara 
;
3. Bahwa, dalam kedudukan dan jabatan serta dalam kewenanganya menjalankan Undang-Undang Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pengampunan Pajak, Menteri Keuangan, pegawai kementrian keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak, adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terikat kepada ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Sehingga Menteri Keuangan, pegawai kementrian keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan pajak memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan dengan warga negara Indonesia lainya tanpa terkecuali;

4. Bahwa, dalam perihal tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin persamaan kedudukan warga Negara di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana di tuangkan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 

Asas persamaan di hadapan hukum tersebut, dijalankan sebagai hak asasi yang melekat pada warga Negara Indonesia dengan tidak memandang pada suku, ras, agama dan golongan serta jabatan. Oleh karenanya, seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali mendapat jaminan dari Negara melalui konstitusi agar warga negara terhindar dari perlakuan diskriminatif dihadapan hukum dan pemerintahan;
5. Bahwa, berkaitan dengan perlakuan dikriminatif dihadapan hukum dan pemerintahan, Pasal 22 Undang-Undang Pengampunan pajak berbunyi :

“Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”
Pemaknaan pada kalimat “tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas” memiliki makna “imunitas” yaitu keadaan Menteri Keuangan, Pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak memiliki kekebalan hukum yang tidak dapat dituntut atau dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara pidana maupun secara perdata, ketentuan imunitas tersebut tidak memiliki landasan norma konstitusi, Karena kepengaturan Norma mengenai imunitas hanya dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Huruf (A) ayat (3), dan bisa diberlakukan ekstensif melebihi jangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Huruf (A) Ayat (3) tersebut;
6. Bahwa, berkaitan dengan hak imunitas yang didasari Pasal 22 Undang-Undang Pengampunan pajak tersebut, sebelumnya pada Pasal pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak telah mengatur bahwa :

“Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan dan atau pihak lain yang terkait pelaksanaan pengampunan pajak untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diketahui atau diberitahukan data dan informasi wajib pajak kepada pihak lain”
Elaborasi antara Pasal 22 Tentang Imunitas, dan penutupan arus informasi dari Kementrian Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2), telah membuat Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan dan atau pihak lain yang terkait pelaksanaan pengampunan pajak memiliki, kewenangan absolute tanpa pengawasan serta evaluasi dari masyarakat dalam menjalankan control sosialnya, sehingga dalam menjalankan kewenanganya Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan tidak dapat diawasi, dimana kondisi kondisi kewenangan tanpa pengawasan masyarakat akan cenderung akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, dan tidak tertutup kemungkinan tumbuh budaya koruptif, mengingat objek dibalik kewenangan dan informasi yang tidak dapat diakses oleh masyarakat tersebut adalah sesuatu yang memiliki nilai;

7. Bahwa, imunitas dan penutupan akses informasi melalui kewenangan yang dimiliki Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan telah memperlakukan masyarakat secara tidak demokratis, dan menghilangkan peran masyarakat sebagai control sosial yang terbukti paling efektif, sedangkan realisasi imunitas yang dimiliki Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan yang didasarkan dalam frase “tidak dapat” pada kalimat tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut baik secara perdata maupun pidana, tidak memilki dasar norma dan kaidah dalam konstitusi dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum yang sama adilnya (fairness) dimata hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945, sehingga wajar apabila Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menyatakan Pasal 22 Undang-Undang Pengampunan Pajak, telah bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 1, atau menyatakan frase “tidak dapat” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai  tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut baik secara perdata maupun pidana;
V. Petitum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
2. Menyatakan Frase “Penghapusan Pajak” dalam Pasal 1 Angka (1) serta Pasal 3 Ayat (1), 1 Angka (7), Pasal 6, Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak bertentangan dengan Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang dimaknai pengahapusan pajak ialah Penghapusan Pajak yang seharunya terutang tidak dikenai Sanksi Administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan;
3. Menyatakan Frase “Uang tebusan” dalam Pasal 1 Angka (7), Pasal 5, dan Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang penghapusan Pajak bertentangan dengan Pasal 28 Huruf (D) Angka (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sepanjang dimaknai Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak;

4. Menyatakan Frase “Pengampunan Pajak” dalam Pasal 1 Angka (1) serta Pasal 3 Ayat (1), 1 Angka (7), Pasal 6, Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Penghapusan Pajak bertentangan dengan Pasal 23 Huruf (A) Undang-Undang Dasar 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai pengahapusan pajak ialah Penghapusan Pajak yang seharunya terutang tidak dikenai Sanksi Administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar Uang Tebusan;
5. Menyatakan Pasal 11 Ayat (2), 11 Ayat (3), 11 Ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang penghapusan Pajak  bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
6. Menyatakan Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang penghapusan Pajak  bertentangan dengan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

7. Menyatakan Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang penghapusan Pajak, bertentangan dengan Pasal 28 Huruf (f) Undang-Undang Dasar 1945;

8. Menyatakan Pasal 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang penghapusan Pajak bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

9. Memerintahkan amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 Angka (1) dan Pasal (2) Ayat (1) tentang Penghapusan Pajak;
Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
Kuasa Hukum Pemohon

Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Jakarta Raya
Sugeng Teguh Santoso, S.H.

Gregorius Djako.S.H. 
M. Daud Berueh, S.H.,  
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